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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PE
NATA ANASTE
IZIN :)):11:1 PENYELENGGARAAN PRAKTIK DI RUMAH SSAII'(FIFI‘NI"T&T{(I;
EMBANG MENURUT PERMENKES NO 18 TAHUN 2016

:::;ll'indm‘_‘:n ll:ﬁ:rm tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam
mening itas pelayanan. Selain itu, tantangan dalam pener i
ini juga perlu diperhatikan. Banyak tenaga penata anestesi e
sepenuhnya memahami isi : g DR b
pe \ 11 181 peraturan tersebut, sehingga masih ada i
pi:anggaran yang dapat terjadi. i
Adapun yang menjadi permasalahan dalam peneliti is ini
perlindungan hukum terhadap penata anastesip tentangnizt;rf lfiai? lp::aﬁ:nAparl:nh
praktik di Rumah Sakit Pusri Palembang sudah sesuai dengan penn};nkeg.giiao 18
tahun .'-2016? dan Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penata
anastesl da.lam penyelenggaraan izin praktek sesuai parmenkes No 18 tahun
2016‘.:’. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat
deskriptif.
Perlindungan hukum terhadap Tenaga Penata Anestesi (TPA) di Rumah Sakit
Pusri Palembang pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat
sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 18 Tahun 2016. Regulasi tersebut
memberikan jaminan terkait persyaratan STR dan SIP, ruang lingkup
kewenangan, mekanisme supervisi oleh dokter spesialis anestesi, serta standar
prosedur operasional dalam pelayanan anestesi. Namun, dalam praktiknya,
penerapan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Dan
Hambatan administratif seperti keterlambatan penerbitan SIP, kurangnya
sosialisasi peraturan, belum seragamnya SOP anestesi, serta terbatasnya
pendampingan hukum dan pendidikan berkelanjutan menunjukkan adanya
kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan. Kondisi ini
menimbulkan potensi risiko hukum bagi TPA, terutama terkait kemungkinan
kriminalisasi atau tuntutan hukum apabila terjadi insiden medis yang tidak
dan dokumentasi yang sesuai

sepenuhnya didukung oleh sistem supervisi A
ketentuan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap TPA di Rup]_ah Sakit
Pusri Palembang secara regulatif sudah memadai, tetapi secara empuris masih

memerlukan penguatan melalui komitmen manajemen rumah sakit, peningkatan
tata kelola perizinan, penerapan SOP yang terstandar, serta penyediaan dukungan
hukum yang memadai. Harmonisasi antara hukum, standar Profesx, dan praktik
pelayanan menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan kerja TPA yang aman,
profesional, dan terlindungi dari risiko hukum.

Rumah Sakit Pusri

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penata Anastesi,
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATA ANASTESI TENTANG
1ZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK DI RUMAH SAKIT PUSRI
PALEMBANG MENURUT PERMENKES NO 18 TAHUN 2016

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam
meningkatkan k_ualitasﬁ pelayanan. Selain itu, tantangan dalam penerapan regulasi
ini juga perlu diperhatikan. Banyak tenaga penata anestesi yang mungkin belum
sepenuhnya memahami isi peraturan tersebut, sehingga masih ada potensi
pelanggaran yang dapat terjadi.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Apakah
perlindungan hukum terhadap penata anastesi tentang izin dan penyelenggaraan
praktik di Rumah Sakit Pusri Palembang sudah sesuai dengan permenkes No 18
tahun 2016? dan Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penata
anastesi dalam penyelenggaraan izin praktek sesuai parmenkes No 18 tahun
20162, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat
deskriptif.

Perlindungan hukum terhadap Tenaga Penata Anestesi (TPA) di Rumah Sakit
Pusri Palembang pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat
sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 18 Tahun 2016. Regulasi tersebut
memberikan jaminan terkait persyaratan STR dan SIP, ruang lingkup
kewenangan, mekanisme supervisi oleh dokter spesialis anestesi, serta standar
prosedur operasional dalam pelayanan anestesi. Namun, dalam praktiknya,
penerapan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Dan
Hambatan administratif seperti keterlambatan penerbitan SIP, kurangnya
sosialisasi peraturan, belum seragamnya SOP anestesi, serta terbatasnya
pendampingan hukum dan pendidikan berkelanjutan menunjukkan adanya
kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan. Kondisi ini
menimbulkan potensi risiko hukum bagi TPA, terutama terkait kemungkinan
kriminalisasi atau tuntutan hukum apabila terjadi insiden medis yang tidak
sepenuhnya didukung oleh sistem supervisi dan dokumentasi yang sesuai
ketentuan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap TPA di Rumah Sakit
Pusri Palembang secara regulatif sudah memadai, tetapi secara empiris masih
memerlukan penguatan melalui komitmen manajemen rumah sakit, peningkatan
tata kelola perizinan, penerapan SOP yang terstandar, serta penyediaan dukungan
hukum yang memadai. Harmonisasi antara hukum, standar profesi, dan praktik
pelayanan menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan kerja TPA yang aman,

profesional, dan terlindungi dari risiko hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penata Anastesi, Rumah Sakit Pusri
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu unsur penting dalam kehidupan manusia.
Pemenuhan akan kesehatan adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi
oleh manusia dan merupakan hak setiap orang, pemenuhan kesehatan
didapatkan melalui pelayanan kesehatanberdasarkan Pasal 28H dan Pasal 34
ayat (3) UUD 1945, kesehatan adalah hak warga negaradan tanggung jawab
bagi negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan
(health care service) yaitu hak setiap orang yang dijamin dalam UUD 1945
untukmelakukan upaya peningkatan derajat kesehatan perseorangan maupun
kelompok (masyarakat) secara keseluruhan.'

Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan
sendiri atau secara bersama-sama pada suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan,mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit
serta memulihkan kesehatan pada tingkat individu, keluarga, kelompok
ataupun masyarakat.”

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan
nasional yang dikembangkan melalui upaya kesehatan. Upaya kesehatan dapat
dilakukan di fasilitas kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan adalah Rumah

Sakit, yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan upaya

! Komalawati, Veronica, D., Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1989, hlm 156.

2 A. Azwar, Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dalam Program Menjaga Mutu
Kesehatan, Tkatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 26.



pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi upaya preventif,
promotif, kuratif dan rehabilitative.

Salah satu upaya pelayanan kesehatan pada rumah sakit, yaitu
pelayanan anestesi, dimana dalam pemberian pelayanan medis berkaitan
dengan tindakan anestesi yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan akurat
untuk penyelamatan. Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit
merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang berkembang cepat
seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
anestesia. Pelayanan anestesia di rumah sakit antara lain meliputi pelayanan
anestesia di kamar bedah dan di luar kamar bedah, pelayanan kedokteran
perioperatif, penanggulangan nyeri akut dan kronis, resusitasi jantung paru dan
otak, pelayanan emergency dan terapi intensif.?

Rumah Sakit akan dapat beroperasi dengan baik dalam penanganan
anestesi apabila didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten
dibidangnya, dimana sumber daya manusia tidak terlepas dari tenaga
kesehatan, yaitu penata anestesi. Penata anestesi merupakan tenaga profesional
dimana dalam menjalankan praktik profesinya penata anestesi memiliki
tanggung jawab dan tanggung gugat, sehingga penata anestesi juga sangat
terikat oleh aturan-aturan hukum yang mengatur tentang praktik tenaga.

Tindakan anestesi rumah sakit sangat kompleks karena membutuhkan
keterlibatan berbagai jenis tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan yang

memberikan pelayanan anestesi. Tindakan anestesi adalah tindakan medis

¥ FEndang Wahyati Yustina, Hukum Jaminan Kesehatan, Universitas Katolik
Soegipranata, Semarang, 2017, hlm 9



beresiko tinggi yang membutuhkan keahlian, keterampilan, serta kewaspadaan
khusus dalam rangka memfasilitasi tindakan operasi serta menjamin
keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pasien, untuk itu diperlukan penata
anestesi yang kompeten. Penata anestesi juga harus meningkatkan
kemampuannya terkait dengan berbagai peran, serta penata anestesi harus
mengerti karakteristik pelayanan anetesi dengan tepat, cermat dan cepat, serta
mengerti cara bersikap dan cara berkomunikasi dengan baik bahkan dalam
kondisi emergency, semakin luas ruang lingkup tanggungjawab yang diemban
penata anestesi dalam pelayanan anestesi, semakin banyak peran yang harus
dilakukan, maka semakin berat beban kerja yang dialami penata anestesi
termasuk tanggung jawabnya di mata hukum Kesehatan.*

Setiap penata anestesi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Penata
Anestesi (STRPA) dan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). STRPA
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada penata anestesi
yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan sedangkan SIPPA adalah bukti tertulis pemberian
kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian penata anestesi di
fasilitas pelayanan kesehatan, sebagai upaya pelayanan anestesi yang optimal.
Salah satu regulasi yang menjadi landasan bagi praktik tenaga penata
anestesi adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016. Peraturan ini mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik

penata anestesi, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai izin praktik,

4 Notoadmojo, Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta,
2019, hlm 52



pendidikan, dan upaya perlindungan hukum bagi tenaga penata anestesi dalam
menjalankan wewanang serta pelimpahan wewenang secara mandat oleh
dokter spesialis anestesiologi. Dalam konteks Rumah Sakit Pusri Palembang,
pemahaman dan implementasi peraturan ini menjadi kunci untuk memastikan
bahwa tenaga penata anestesi dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan
sesuai standar.

Izin praktik merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan
hukum tenaga penata anestesi. Izin ini tidak hanya memberikan legalitas, tetapi
juga menjamin bahwa tenaga penata anestesi telah memenuhi syarat
pendidikan dan kompetensi yang ditetapkan. Dengan adanya izin yang jelas,
tenaga penata anestesi dapat beroperasi tanpa rasa khawatir akan tuntutan
hukum yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak sesuai standar.

Di sisi lain, penyelenggaraan praktik di rumah sakit juga harus
memperhatikan aspek keselamatan pasien. Rumah Sakit Pusri Palembang,
sebagai salah satu institusi kesehatan, harus memastikan bahwa seluruh tenaga
penata anestesi yang bekerja di sana memiliki izin praktik yang sah dan telah
melalui pelatihan yang memadai. Hal ini penting untuk menghindari risiko
yang dapat membahayakan pasien dan menjaga reputasi rumah sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan no 18 tahun 2016 juga memberikan
pedoman mengenai tanggung jawab tenaga penata anestesi dalam menjalankan
praktiknya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang anestesi, serta

melakukan praktik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif,
tetapi juga proaktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu,
tantangan dalam penerapan regulasi ini juga perlu diperhatikan. Banyak tenaga
penata anestesi yang mungkin belum sepenuhnya memahami isi peraturan
tersebut, sehingga masih ada potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Oleh
karena itu, sosialisasi dan pendidikan tentang peraturan ini perlu dilakukan
secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami
hak dan kewajibannya.

Dalam konteks akademik, penelitian tentang perlindungan hukum
tenaga penata anestesi di Rumah Sakit Pusri Palembang juga menjadi penting.
Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai
implementasi peraturan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat
diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga penata anestesi.
Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih
baik dan lebih aman bagi semua pihak.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap tenaga penata anestesi
melalui pengaturan izin dan penyelenggaraan praktik di Rumah Sakit Pusri
Palembang merupakan langkah krusial dalam memastikan kualitas pelayanan
kesehatan. Penegakan peraturan yang konsisten dan pendidikan yang memadai
akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut, serta menciptakan

lingkungan praktik yang aman dan profesional bagi tenaga kesehatan.

> Veronica Komalawati, quo vadis malpraktik profesi dokter dalam budaya hukum
indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018, hlm 47



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
menelaah lebih mendalami mengenai perlindungan hukum terhadap penata
anastesi tentang izin dan penyelenggaraan praktik, yang akan dituangkan dalam
penelitian tesis dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENATA ANASTESI TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN
PRAKTIK DI RUMAH SAKIT PUSRI PALEMBANG MENURUT

PERMENKES NO 18 TAHUN 2016.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi
permasalahannya adalah sebagai berikut :
1. Apakah perlindungan hukum terhadap penata anastesi terkait izin dan
penyelenggaraan praktik di Rumah Sakit Pusri Palembang sudah sesuai
dengan permenkes No 18 tahun 2016?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penata anastesi dalam

penyelenggaraan izin praktek sesuai parmenkes No 18 tahun 20167

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka
ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Kesehatan yang dititik
beratkan pada perlindungan hukum terhadap penata anastesi terkait izin dan

penyelenggaraan praktik di Rumah Sakit, selain itu tidak menutup kemungkinan



menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas

dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a. Mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap penata anastesi terkait
izin dan penyelenggaraan praktik di Rumah Sakit Pusri Palembang
sudah sesuai dengan permenkes No 18 tahun 2016.

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat penata
anastesi dalam penyelenggaraan izin praktek sesuai parmenkes No 18
tahun 2016.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:
Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan terutama mengenai
faktor-faktor yang menjadi penghambat penata anastesi dalam
penyelenggaraan izin praktek sesuai parmenkes No 18 tahun 2016.

b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :

1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang

sedang menimbah ilmu hukum di Pascasarjana.



2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi, terutama Tenaga medis

terutama tenaga penata anastesi.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam
penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan
dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat
(pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian.
Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum sebagai konsekuensi negara Indonesia
sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum mengedepankan
kepastian hukum (rechtszekerheids) dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia (human rights). Pada dasarnya suatu negara yang berdasar atas
hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu. Hal ini
merupakan conditio sine quanon mengingat, bahwa negara hukum lahir
sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari
keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.

Menurut Satjipto Rahardjo,” perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

21

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.



agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Di
samping itu, hukum juga berfungsi sebagal instrumen perlindungan bagi
subjek hukum. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat,” bahwa:
Hukum berfungsi sebagai “hukum berfungsi sebagai perlindungan
kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus
dilaksnakaan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai
tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum
terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang
seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.
Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan
perlindungan hukum”.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini
bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran
hukum alam menyebutkan, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang
bersifat universal dan abadi serta hukum dan moral adalah cerminan dan
aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang
diwujudkan melalui hukum dan moral. Eksistensi dan konsep hukum alam
selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar
filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justeru tulisan-tulisan pakar yang
menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan
tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah

filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap

22

Sudikno Mertokusumo dalam M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2012, Wawasan Due

Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 37
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pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam hanya
merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.”

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum
alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan,
bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan
hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal,
abadi dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun
tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang
membicarakan hak asasi manusia (HAM).** Thomas Aquinas®
mengatakan, bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-Undang
Abadi (lex naturalis). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum,
ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu
pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar
perundang-undangan.

Keseriusan ummat manusia akan kerinduan terhadap keadilan
merupakan hal yang esensial dan berharap adanya suatu hukum yang
efektif untuk mengatur berbagai permasalahan dari hukum positif. Hukum
alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan
keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai
pandangan dan pendapat para ahli hukum bermunculan dari masa ke masa.

Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas

“Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia. Bogor, hlm.116
2Tbid.
BTbid.
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yang bersifat universal yang disebut HAM.* Pada dasarnya setiap manusia
terlahir sebagai makhluk ciptan Tuhan yang secara kodrati mendapatkan
hak dasar, yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang
lainnya. Hal ini senada dengan prinsif hukum alam pada bad ke-18, yaitu
kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah
John Locke. Menurut John Locke teori hukum beranjak dari dua hal di
atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan
pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial
adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan
pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut John Locke
masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak
dasar manusia.

Menurut John Locke hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada
penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan
penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, maka dengan sendirinya
tidak bersifat mutlak. Dengan adanya kekuasaan tersebut justeru untuk
melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin
mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah
hukum dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar
tersebut. Hak-hak dasar biasa disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara

satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat

*Ibid.
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mengembangkan dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan
sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.”’

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu
dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari dunia barat, bahwa
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan
peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam
konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan pada eksistensi hak
dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai
individu. Hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi
politik dan bersifat mutlak, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Oleh
karena gosip seperti ini, maka sering kali dilontarkan kritik, bahwa konsep
barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik.
Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta
hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat
individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia,
landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada
konsep-konsep Rechtsstaat dan The Rule of Law. Dengan menggunakan

konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila,

“Bernard L. Tanya dkk, 2006, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 72-73
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maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan
dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber
pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di barat,
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan
peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.?®

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa perlindungan hukum adalah
adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam
kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa salah satu
sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan
perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu,
perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan
dalam bentuk adanya kepastian hukum.” Selanjutnya Setiono mengatakan,
bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak
sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

*Philipus M. Hadjon, 1997, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penerbit Bina
Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

Satjipto Rahardjo, 2003, Permasalahan Hukum di Indonesia, Penerbit Alumni,
Bandung, hlm. 121.
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martabatnya sebagai manusia.* Menurut H. Muchsin, perlindungan hukum
merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan
hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan
tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup

antar sesama manusia.*'

b. Teori Kesehatan Masyarakat:

Teori kesehatan masyarakat berkonsentrasi pada cara yang baik
untuk mengelola dan menjalankan sistem kesehatan untuk menjaga
masyarakat. Tenaga penata anestesi dalam hal ini sangat penting untuk
menjaga keselamatan pasien selama prosedur bedah. Untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan, teori ini mendasari kebutuhan akan

standar pendidikan dan pelatihan yang cukup bagi tenaga penata
anestesi.Konsep Kesehatan Masyarakat ilmu atau seni yang bertujuan untuk
mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan meningkatkan efisiensi hidup
masyarakat melalui upaya kelompok masyarakat yang terkoordinasi,
meningkatkan kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas penyakit
menular, dan memberikan pendidikan kesehatan untuk masyarakat dan
individu.Karena penyebab kesehatan masyarakat bersifat multikausal,
pemecahannya memerlukan pendekatan multidisipliner.meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, mencapai derajat kesehatan yang

optimal, dan menjalankan fungsi kehidupan sebaik mungkin.

*®Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

3H. Muchsin, 2015, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.
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2. Kerangka konseptual

a. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya
tersebut.

b. Tenaga Penata Anastesi adalah Penata Anestesi adalah PNS yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan
asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan
perundang-undangan. (Pasal 1 butir 5, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata
Anestesi.

c. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat. (Pasasl 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit).

F. MetodePenelitian

1. Jenis penelitian
Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum

ini adalah jenis penelitian hukum Normatif.
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2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang
berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku
pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah
dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan
data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada Rumah Sakit Pusri
Palembang.
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan,
yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan

website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai
kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Jabatan

Fungsional Penata Anestesi.

b. Bahan Hukum Sekunder
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Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan
penjelasan hukum primer, seperti :

1) Hasil-hasil pemikiran yang releven;

2) Buku-buku penunjang lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam
tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu
studi kepustakaan dan studi lapangan.
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data
sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku,
menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
b. Wawancara (interview)
Selain studi kepustakaan (library researh), penulisan juga melakukan
wawancara atau interview guna untuk menunjang data yang akan di
analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang

diperlukan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan silogisme dedukasi
(inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan
masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk

menginteprestasikan hukum yang berlaku.'*16

1816 Jhony Ibrahim. 2018 Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,
Surabaya, hlm. 297.
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Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan
pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan
melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan
penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian
kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk
aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat deskriftif
analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh
dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan
umum (secara induktif).

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan
dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan
Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis
dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab I : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum tentang Hukum
Kesehatan, Perlindungan hukum dan Penata Anestesi.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang perlindungan hukum terhadap penata
anastesi tentang izin dan penyelenggaraan praktik di Rumah Sakit Pusri

Palembang sudah sesuai dengan permenkes No 18 tahun 2016. Dan faktor-
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faktor yang menjadi penghambat tenaga penata anastesi dalam
penyelenggaraan izin praktek sesuai parmenkes No 18 tahun 2016
Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA
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